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ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN INVESTASI JUSPINANG MUDA DI KISARAN
(Studi Putusan Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis)

RIO ANDREAN

Kasus penipuan berkedok investasi terus berulang bahkan sekarang ini yang
terjadi adalah semakin lama semakin banyak terjadi kasus penipuan berkedok
investasi. Tindak pidana penipuan saat ini marak terjadi dan sering didengar.
Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama
terjadinya tindak pidana. Perumusan masalah dalam skrips ini adalah bagaimana
bentuk tindak pidana penipuan investas jus pinang muda di Kisaran, bagaimana
tanggung jawab pidana terhadap penipuan investas jus pinang muda di Kisaran,
bagaimana analiss putusan Pengadilan Negeri  Kisaran  Nomor
347/Pid.B/2017/PN.Kis terhadap penipuan investas jus pinang muda.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada
penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data
sekunder. Alat pengumpul dataadalah studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk tindak pidana
penipuan investas jus pinang muda di Kisaran dilakukan dengan tipu muslihat
ataupun dengan rangkaian kebohongan dengan mengatakan kepada saks ada
memiliki usaha jus pinang muda dan terdakwa menawarkan kepada saks untuk
melakukan investasi) untuk pembuatan jus pinang muda kemasan sachet dan
terdakwa menjanjikan kepada saks akan mendapatkan keuntungan perbulannya
tetapi ternyata hal tersebut tidak pernah ada dan mesin serta peralatan lainnya
yang di katakan terdakwa juga tidak ada sehingga korban mengalami kerugian.
Tanggung jawab pidana terhadap penipuan investas jus pinang muda di Kisaran
diatur secara jelas di dalam Pasal 378 KUHP yang dijadikan dasar hakim untuk
menghukum terdakwa dan Magjelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan
atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan
sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dijatuhi pidana
yang setimpa dengan perbuatannya yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua)
tahun. Analisis putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 347/Pid.B/2017/
PN.Kis bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa didasarkan
fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan perbuatan terdakwa
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan
tindakan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga terdakwa
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
peni puan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penipuan, Investas.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas bisnis sebagal kegiatan manusia atau masyarakat mempunyai
tujuan utama untuk memperoleh keuntungan (profit). Perbuatan ini tergolong
dalam aktivitas di bidang keperdataan karena termasuk dalam kepentingan
individu. Namun, kadangkala dalam upaya untuk mencapai keuntungan tersebut
seringkali dilakukan dengan modus atau cara yang tidak jujur dan menimbulkan
kerugian bagi banyak pihak lainnya. Seringkali memang perbuatan tersebut
dibungkus dalam bentuk hubungan hukum keperdataan, sehingga kalau terjadi
kerugian bagi pihan lain, penyelesaiannya dianggap harus melalui proses
keperdataan dan tidak termasuk kedalam hukum pidana. Perbuatan itu memang
secara forma dilakukan dalam hubungan hukum keperdataan, perbuatan tersebut
juga belum diatur atau secara tegas dalam hukum pidana.

Perkembangan industri bisnis investas memberi dampak positif bagi
kemguan perekonomian nasiona dan tidak sedikit orang yang sudah
mendapatkan keuntungan yang besar dari berinvestas ini. Tujuan investasi adalah
untuk mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan.! Investasi ini juga menjadi
penghasilan oleh orang- orang yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan
keuntungan dengan mel akukan penipuan dengan modus operandi bisnisinvestas.

Kasus penipuan dengan modus operandi investasi berdasarkan putusan

Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis adalah penipuan

! Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. 2007. Investas Pada Pasar Modal Syariah.
Jakarta: Kencana Prenada M edia Group, halaman 8.



investas yang dilakukan oleh Syamsuddin Alias Udin melakukan tindak pidana
dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan
melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan
akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,
membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau
menghapuskan piutang.
Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul skrips tentang
" Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investas Jus
Pinang Muda Di Kisaran (Studi Putusan Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis)".
1. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penulisan skrips ini adalah sebagai berikut:
a. Bagaimana bentuk tindak pidana penipuan investas jus pinang muda di
Kisaran?
b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana
penipuan investas jus pinang mudadi Kisaran?
c. Bagamana analisis putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor
347/Pid.B/2017/PN.Kis terhadap penipuan investas jus pinang muda?
2. Faedah Penelitian
Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:
a Secarateoritis:
1) Sebaga bahan informasi bagi akademis dan untuk pengembangan
wawasan dan kajian tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak
pidana penipuan investas jus pinang muda di Kisaran.

2) Memperkaya khasanah perpustakaan hukum khususnya hukum pidana.



b. Secarapraktis:

1) Bagi peneliti
Penelitian ini dapat menjawab keingintahuan secara luas tentang tindak
pidana penipuan investas sehingga dapat menambah wawasan. Selain itu
dapat lebih membentuk pola pikir yang dinamis, lebih mengembangkan
penalaran sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam
penerapan ilmu hukum yang diperoleh selama kegiatan perkuliahan.

2) Bagi masyarakat
Hasi| penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat yaitu memberikan
informasi  tentang penipuan investas sehingga tidak banyak lagi

masyarakat yang menjadi korban tindak pidana penipuan investasi.

B. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penulisan skrips ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana penipuan investas jus pinang muda
di Kisaran.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana
penipuan investas jus pinang muda di Kisaran.
3. Untuk menganaliss putusan Pengadilan Negeri Kisaran  Nomor
347/Pid.B/2017/PN.Kis terhadap penipuan investas jus pinang muda.
C. Metode Penelitian
1. Sifat pendlitian.
Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata
melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk

mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.



Jenis penedlitian ini adalah pendlitian hukum normatif yaitu penelitian
terhadap asas-asas hukum. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian
kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak
dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder yang
meliputi:

a. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti
seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan
penelitianini.

c. Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan
Kamus Hukum.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpulan data digunakan adalah melalui studi dokumentas atau
kepustakaan (library research). Dalam hal ini membaca beberapa literatur berupa
buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentas lainnya
seperti jurnal, majaah, internet serta sumber-sumber teoretis lainnya yang
berhubungan dengan tindak pidana penipuan investasi.

4. Analisisdata

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan

menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis

kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis



antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau
modifikas yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang

dikumpulkan.

D. Definisi Operasional
Definisi operasional dalam pendlitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana merupakan pedoman bagi hakim untuk
menentukan dasar-dasar dipidananya pembuat tindak pidana.

2. Pelaku (dader) yaitu penanggungjawab peristiwa pidana atau dengan
perkataan lain orang yang sikap dan tindakannya memenuhi semua unsur
yang disebut dalam perumusan peristiwa pidana.’®

3. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan
diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan
perbuatan itu harus pula benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai
perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam
pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.*.

4. Penipuan adalah barangsiapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau
orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan nama atau kedudukan
palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan
rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu

barang atau supaya membuat orang lain menghapuskan piutang, dihukum

2 Muhammad Ainul Syamsu. 2013. Pergeseran Tutur Serta Melakukan dalam Ajaran
Penyertaan, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 22.

% CST. Kansil dan Christine ST. Kansil. 2004. Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum
Pidana Untuk Tiap Orang. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 42.

4 SR. Sianturi. 1996. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta:
Alumni Ahaem-Petehaem, halaman 204.



karena penipuan (oplichting) dengan hukuman penjara selama-lamanya empat
tahun.”
5. Investas adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau

proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.®

°R. Wirjono Prodjodikoro. 2012. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana
Indonesia. Bandung: Refika Aditama, halaman 36.
® Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. Op. Cit., halaman 7.



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang
objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenunhi
syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.” Dasar adanya tindak pidana
adalah asas legalitas sedangkan dasar dapaat dipidananya pembuat adalah asas
kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia
mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebui.

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (asas

culpabilitas) yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa

kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban

dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat

melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan. ®

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang
bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan
norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang
ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam
masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan
sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan

dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut

" Mahrus Ali (1). 2013. Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi. Jakarta: RejaGrafindo,
halaman 94.

®Tongat. 2009. Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan. Malang: UMM
Press, halaman 225.



melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan
hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan
bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang
dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada
kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu
dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang
telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini
dia mempunyai kesalahan.
Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagal diteruskannya celaan yang
objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang
memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar
adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat
dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan
pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam
melakukan perbuatan pidana tersebut. °
Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang
yang melakukan tindak pidana.’® Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena
telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban
pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum
pidana untuk bereaks terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu

perbuatan tertentu

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan
menurut hukum pidana, terdiri atastiga syarat, yaitu:

a. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan
(toerekeningsvatbaarheid van de dader).

? 1bid., halaman 156.
1 Chairul Huda. 2008. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Prenada Media, halaman 68.



b. Hubungan bathin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu
dapat berupa kesengajaan atau keal paan.

c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab pidana
bagi pembuat atas perbuatannyaitu.™

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka
harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak
pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur:

a Kesaahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum,
sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang
dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk
penjatuhan pidana. Pemidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang
yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Mengingat
asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat
dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu bertanggungjawab
adalah syarat kesalahan sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu
sendiri.*?

Dasar untuk adanya kesalahan hakikatnya adalah pencelaan dari
masyarakat. Artinya apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan karena

perbuatan itu pelaku dicela oleh masyarakat, maka berarti dalam diri pelaku itu

! Teguh Prasetyo. 2011. Kriminalisas dalam Hukum Pidana. Bandung: Nusa Media,
halaman 51.
12 Mahrus Ali (1). Op.Cit., halaman 97.
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terdapat kesalahan. Pencelaan itu merupakan pencelaan dari masyarakat pada
umumnya bukan sekedar pencelaan dari kelompok masyarakat tertentu.™®

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan
perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur
kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan
tersebut, meliputi:

1) Kesenggjaan.

Sengaja berdasarkan memorie van toelichting (memori penjelasan) adalah
merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan
tersebut. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan
pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet, sedangkan menurut
yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-
unsur yang diperlukan menurut rumusan wet.**

Menurut Memory van Toelichting (MvT) bahwa kesengajaan mengandung
pengertian adanya kehendak dan adanya kesadaran/pengetahuan dalam diri
seseorang yang melakukan perbuatan (pidana). Seseorang dikatakan dengan
sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki
terhadap dilakukannya perbuatan itu dan menyadari/mengetahui terhadap apa
yang dilakukannya itu.

2) Kelaaian (Culva).
Kelalaian yang dimaksud dengan adal ah:

a) Kekurangan pemikiran yang diperlukan.

'3 Tongat, Op.Cit., halaman 222.
* Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 186.
> Tongat, Op. Cit., halaman 238.
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b) Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan

c) Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.*®
b. Dapat dipertanggungjawabkan.

Dipertanggungjawabkan maksudnya ada pada suatu keadaan jiwa
pembuat, yang memiliki cukup aka dan kemauan, oleh karena cukup mampu
untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk
menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal
dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada pembuat. Dengan kata
lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila
pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka kesalahan itu mengandung unsur
pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di
sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum
yang berlaku.

c. Kemampuan bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu
bertanggung  jawab, karena tidaklah  mungkin  seseorang  dapat
dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Simons
mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis,
yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik di lihat dari
sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika

jiwanya sehat, yakni apabila:

18 1bid., halaman 277.
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1) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang
buruk, yag sesuai hukum dan yang melawan hukum

2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang
baik dan buruknya perbuatan tadi.'’

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya

pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggung jawab yakni:

1) Apabila pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat
dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh
undang-undang;

2) Apabila pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa,
sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu
bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat
perbuatannya.’®

d. Alasan penghapus pidana

[Imu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya

perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut

perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis aasan
penghapusan pidana (umum), yakni:

1) Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya
perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam
undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak
mungkin ada pemidanaan.

2) Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi pembuat, dalam arti bahwa orang

ini tidak dapat dicela, dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat

Y Moeljatno, Op.Cit., halaman 178-179.
8Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. Jakarta: RajaGrafindo
Persada, halaman 20.
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dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana

akan tetapi pelakunyatidak dapat dipidana.

B. Pelaku Tindak Pidana.

Pelaku menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dalam
Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dipidana sebagai
tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang
turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya
melakukan perbuatan.

Dader adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur delik
sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subjetif maupun unsur
objektif.** Menurut Fitrotin Jamilah bahwa yang dimaksud dengan pelaku adalah
orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan
dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.

P.A.F.Lamintang menyatakan untuk memastikan sigpa yang harus
dipandang sebagai seorang dader atau pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit,
akan tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah. Delik-
delik formal atau formale sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal
yakni delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu
segera setelah pelakunya itu melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh
undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu

yang diwagjibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus

¥ |eden Marpaung. 2002. Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik).
Jakarta: Sinar Grafika, halaman 95.
20 Fitrotin Jamilah . 2014. KUHP. Jakarta: Dunia Cerdas, halaman 107.
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dipandang sebagai seorang dader itu, memang tidak sulit. Orang tinggal

menemukan siapa sebenarnya yang telah mel akuka pelanggaran terhadap larangan

atau keharusan yang telah disebutkan dalam undang-undang.?*

Pelaku tindak pidana (dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang
melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagal mana unsur-unsur
tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang
terdapat dalam Pasal 55 KUHP yang berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak
pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta
melakukan perbuatan;

2. Mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau
dergat (martabat), dengan paksaan, ancaman atau tipu atau dengan
memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan dengan sengaja membujuk
supaya perbuatan itu dilakukan. %

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka Pasal 55 ayat (1) KUHP
tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang
artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari
tindak pidanayang dilakukan.

Berdasarkan dari uraian di atas bahwa pelaku adalah setiap orang yang
memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP di atas, bahwa pelaku tindak pidanaitu

dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:

2 P A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya
Bhakti, halaman 590.
%2 |_eden Marpaung. Op. Cit., halaman 94.
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1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (pleger)
Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu:
a. Delik formal, pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi perumusan
delik.
b. Delik dengan rumusan materiel, pelakunya adalah barangsiapa yang
menimbulkan yang dilarang yang tercantum dalam delik.
c. Deik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah
barangsiapa yang memenuhi unsur kedudukan atau kualitas sebagai yang
dirumuskan. Misalnya kejahatan jabatan adalah pejabat pegawai negeri.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen
pleger)

Unsur-unsur yang menyuruh melakukan tindak pidana doen pleger):
a. Alat yang dipakal manusia.
b. Alat yang dipakai berbuat
c. Alat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.?®

Undang-undang tidak menjelaskan tentang sigpa yang dimaksud dengan
yang menyuruh melakukan itu. Pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan
sebagai orang yang melakukan (doen pleger), pada umumnya para ahli hukum
merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi
bahwa yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana,
tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di

dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan,

2 Fitrotin Jamilah, Op.Cit., halaman 108.
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kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui,
disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Orang yang menyuruh melakukan berarti orang yang berniat atau
berkehendak untuk melakukan suatu tindak pidana namun tidak melakukannya
sendiri, tetapi melaksanakan niatnya dengan menyuruh orang yang tidak mampu
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang yang disuruh melakukan disebut
manus manistra.

Orang yang disuruh melakukan perbuatan tersebut atau manus manistra
tidak dapat dimintai pertanggungjwaban atas perbuatan yang disuruhkan tersebut
sehingga tidak dapat dihukum. Hal ini sesuai dengan yurisprudens Mahkamah
Agung Putusan Nomor 137 K/ Kr/ 1956 tanggal 1 Desember 1956.

Seseorang hanya dapat dikatakan sebagai orang yang menyuruh
melakukan apabila orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat
bertanggungjwab atas perbuatan yang disuruhkan.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (medepleger)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa sgja yang dikatakan
turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk
dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana haru memenuhi dua syarat:

a. Adakerjasama secarafisik.

b. Harus ada kesadaran kerjasama. Syarat kesadaran kerjasama ini dapat
diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat
permufakatan yang diadakan oleh para peserta, akan tetapi cukup dan
terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka
melakukan kejahatan itu, sadar bahwa mereka bekerjasama.®*

24 |_eden Marpaung. Op. Cit., halaman 98.
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Setiap orang yang sadar untuk melakukan suatu tindak pidana atau
kejahatan secara bersama-sama, bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul
dari ruang lingkup kerjasamanya. Artinya jika salah seorang pelaku melakukan
tindak pidana yang berada diluar ruang lingkup tindak pidana maka pelaku
tersebut mempertanggungjwabkan perbuatannya sendiri.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakan orang lain untuk
melakukan tindak pidana (uitlokker)

Orang yang sengaja membujuk diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub. 2 (dua)
KUHP. Beberapa pakar berpendapat bahwa uitlokker termasuk deelneming yang
berdiri sendiri. Secara umum orang yang sengaja membujuk dapat diartikan
sebagai perbuatan yang menggerakkan orang lain melakukan suatu perbuatan
terlarang dengan cara dan daya upaya.

Penganjuran sama dengan menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu
yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara, perbedaannya terletak pada
hal-hal berikut:

a. Pada penganjuran, menggerakan sesuatu dilakukan dengan sarana-
sarana tertentu (limitatif) yang tersebut dalam KUHP, sedangkan
menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu digerakan dengan
saranayang tidak ditentukan.

b. Pada penganjuran pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan
sedangkan dalam menyuruh orang melakukan sesuatu pembuat
materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan.?

Orang yang sengaja membujuk dengan orang yang menyuruh melakukan

memiliki persamaan yaitu sama-sama menggerakkan orang lain untuk melakukan

kehendaknya. Sedangkan perbedaannya adalah pada medepleger orang yang

disuruh melakukan tidak dapat dipertanggungjwabkan sedangkan dalam uitlokker

% Fitrotin Jamilah, Op.Cit., halaman 111.
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orang yang disuruh melakukan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Perbedaan antara medepleger dengan uitlokker adalah pada medepleger cara
membujuk tidak ditentukan sedangkan dalam uitlokker cara membujuk
ditentukan.

5. Membantu Melakukan Tindak Pidana (Medeplichtgheid)

Medeplichtgheid merupakan suatu onzelfstandige deelneming atau suatu
penyertaan yang berdiri sendiri yang berarti bahwa apaka seorang
Medeplichtgheld itu dapat dihukum atau tidak, hal mana bergantung pada
kenyataan, yaitu apakah pelakunya sendiri telah melakukan suatu tindak pidana
atau tidak.

Membantu atau Medeplichtgheid diatur dalam Pasal 56 KUHP sebagai
pembantu melakukan kejahatan dihukum:

a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan.
b. Pembantuan sebelum kegahatan dilakukan yaitu dengan cara member
kesempatan, sarana atau keterangan.

Perbedaannya terletak pada niat atau kehendak yaitu pada pembantuan
kejahatan, pembuat materiil sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh
pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada
pembuat materiil ditimbulkan oleh s penganjur.

Berdasarkan rumusan Pasal 56 KUHP Dapat diketahui,bahwa pemberian
bantuan seperti yang dimaksudkan di atas harudah diberikan dengan opzettelijk
atau harudah diberikan dengan senggja. Menentukan hukuman bagi pembantu
hanya diperhatikan perbuatan dengan sengaja memperlancar atau memudahkan

bagi pelaku untuk mengakibatkan dari suatu tindak pidana.
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Membantu bersifat memberikan bantuan atau memberikan sokongan
kepada pelaku. Berarti orang yang membantu tidak melakukan tindak pidana
hanya memberiikan kemudahan bagi pelaku. Unsur membantu dalam hal ini
memiliki dua unsur yaitu unsur objektif yang terpenuhi apabila perbuatannya
tersebut memang dimaksudkan untuk memudahkan terjadinya suatu tindak
pidana. Kemudian unsur subjektif terpenuhi apabila pelaku mengetahui dengan
pasti bahwa perbuatannya tersebut dapat mempermudah terjadinya tindak pidana.

Pertanggungjawaban membantu ini dijelaskan dadam Pasa 57 KUHP.
Unsur-unsur yang penting dari pasal ini adalah selama-lamanya hukuman pokok
bagi kejahatan, dikurangi dengan sepertiganya dalam hal membantu melakukan
kegjahatan. Berarti dalam hal ini, pelanggaran tidak dihukum. Perlu juga
dikemukakan bahwa yang dikurangi sepertiganya bukanlah hukuman yang
diputuskan oleh hakim tetapi maksimum dari hukuman utama yang oleh undang-
undang hukum pidana diancamkan terhadap dilakukannya delik yang
bersangkutan.

Praktek pengadilan seorang pembantu diberi hukuman yang lebih berat
daripada hukuman yang ditetapkan bagi pembuat yang dibantunya, tetapi
hukuman yang lebih berat itu tdak boleh melebihi hukuman utama yang
diancamkan itu sesudah dikurangi dengan sepertiganya. Ayat (2) menentukan
bahwa jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara
seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas)
tahun. Pasal 57 KUHP mengenai hukuman utama didasarkan atas prinsip bahwa
hukuman yang ditetapkan bagi pembantu melakukan harus lebih ringan daripada

hukuman yang ditetapkan bagi pembuat.



20

C. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak
pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan
jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk
tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib
hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh
seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah
perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.?

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adal ah:
Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan
pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga
dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan
hukum dilarang dan diancam pidana, asal sgja diingat bahwa larang
ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang
ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya
ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. %

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan
berkembang di dalam masyarakat seiring kemaguan zaman. Padaha perbuatan
penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat
menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan
masyarakat.

Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai

sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan

penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definis melainkan hanyalah untuk

%% 1bid., halaman 182.
" Moeljatno, Op.Cit, halaman 59.
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menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai
penipuan dan pelakunya dapat dipidana.
R. Soesilo menyebutkan bahwa penipuan itu pekerjaannya adal ah:

1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau
menghapuskan piutang.

2. Maksud pembujukan itu adalah hendak menguntungkan diri sendiri
atau orang lain dengan melawan hak.

3. Membujuknyaitu dengan memakai:
a. Nama palsu atau keadaan pal su.
b. Akal cerdik (tipu muslihat).
c. Karangan perkataan bohong.®

Penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang
dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan
bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan
benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan adalah menerangkan sesuatu
yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah
tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan
orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan
nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula
dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri di kalangan masyarakat merupakan perbuatan yang
sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan
kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak

melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang

8R. Soesilo. 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politea, halaman 261..
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pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala
besar.

Penipuan berasal dari kata “tipu” yang dalam kamus Bahasa Indonesia
(berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong,
palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari
keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang
lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan
penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa
perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain.
Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan
yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Kegjahatan penipuan (bedrog) dimuat dalam Bab XXV Buku Il KUHP,
dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394. Title adi bab ini adalah bedrog yang
oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang
menerjemakan sebagal perbuatan curang. Perkataan penipuan itu sendiri
mempunyai dua pengertian, yakni:

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB
XXV KUHP.

2. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam
Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan pasal 379 KUHP (bentuk
khususnya).

Seluruh ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV ini disebut dengan

penipuan, oleh karena ddam semua tindak pidana tersebut terdapat perbuatan-
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perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain. Pasal 378 KUHP
diatur sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri
sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu,
baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan
bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau
menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara
selama-lamanya empat tahun.”

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau
kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering
disebut bedrog. Di dalamn KUHP, bedrog diatur dalam bab XXV Pasal 378
sampai dengan Pasal 395. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, bedrog kemudian
berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus.

Rumusan penipuan terdiri dari unsur-unsur:

1. Unsur-unsur objektif:
a. Perbuatan: menggerakan.
b. Yang digerakan: orang.
c. Perbuatan itu ditujukan pada:
1) Orang lain menyerahkan benda.
2) Orang lain memberi hutang.
3) Orang lain menghapuskan piutang.
d. Caramelakukan perbuatan menggerakan dengan:
1) Memaka nama palsu.
2) Memakal tipu muslihat.
3) Memakai martabat palsu.
4) Memakai rangkaian kebohongan.
2. Unsur-unsur objektif:
a. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri.
b. Maksud untuk menguntungkan orang lain.
c. Dengan melawan hukum.?

2 Adami Chazawi. 2004. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Malang: Bayu Media,
halaman 116.
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Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada
kesengajaan sebagai maksud (oogmerk). Perbuatan itu dilakukan secara melawan
hukum, artinya antara lain pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati
keuntungan itu (Hoge Raad tahun 1911). Memakai nama pasu, misanya
mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu atau memakai
nama seseorang yang terkenal. Martabat palsu, misalnya mengaku sebagai
seseorang yang memiliki martabat seperti kyai, camat, kepala desa dan lain-lain.
Dengan tipu mudlihat, misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat
murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak,
pokoknya kebohongan itu sebagai upaya penipuan.

Menggerakan lain artinya dengan cara-cara tersebut dia menghendaki
orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya. Untuk
memberi utang ataupun menghapus piutang itu adalah bagian dari inti tindak
pidana yang bermakna pada tindak pidana penipuan, objeknya bisa berupa hak
(membuat utang atau menghapus piutang).

Pasal 378 KUHP penipuan adalah barang sigpa dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik
menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun
dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya
menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka tindak pdana penipuan

memiliki unsur pokok, yakni:
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1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan
terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan.
Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum,
jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat
terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan
melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang
menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama
palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu mudihat dan rangkaian
kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana
ditentukan oleh cara-cara dengan mana pel aku menggerakkan orang lain untuk
menyerahkan barang. Alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk
menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

a. Nama palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang
sebenarnya meskipun perbedaan itu nempaknya kecil. Lain halnya jika si
penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan
sendiri, maka dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan
belit dusta.

b. Tipu mudihat. Dimaksud dengan tipu mudihat adalah perbuatan-
perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu
menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu
kepada orang lain. Jika tipu mudihat ini bukanlah ucapan melainkan

perbuatan atau tindakan.
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c. Martabat/keadaan palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah
bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatau
keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada
orang yang ada dalam keadaan itu. Rangkaian kebohongan, beberapa kata
bohong sgja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Rangkaian
kebohongan Itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan
suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian
kata yang satu memperkuat/membenarkan kata orang lain.

d. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau
memberi utang, atau menghapus utang. Perbuatan menggerakkan orang
lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal
antara alat penggerak dan penyerahan barang.

Berdasarkan rumusan di atas, maka unsur-unsur tindak pidana penipuan
adalah:

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang
atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh
yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak
selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.

2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain
tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan
orang yang menyerahkan barang itu.

3. Korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan

jalan:
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a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
b. Sipenipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam
Pasal 378 KUHP.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan
telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378
KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut didalam Pasal 378 KUHP terpenunhi,
maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai

perbuatannya.

D. Investas

Istilah investas atau penanamam modal adalah sebuah istilah yang berasal
dari bahasa bahasa Inggris yaitu investment. Investas diartikan sebagai komitmen
atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan
tujuan memperoleh sgjumlah keuntungan dimasa mendatang. Investas pada
dasarnya yaitu penempatan sgfumlah kekayaan untuk mendapatkan keuntungan di
masa yang akan datang.*

Umumnya investas dibedakan menjadi dua yaitu investas financial asset
dan investas pada real asset. Investas pada financial asset dilakukan di pasar
uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar
uang, dan lainnya. investasi juga dapat dilakukan di pasar modal, misalnya berupa
saham, obligas, warrant, opsi dan yang lainnya. investas real asset dapat
dilakukan dengan pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan

pertambangan, perkebunan dan yang lainnya *

% Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. Op. Cit., halaman 7.
%! 1bid., halaman 8.
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Beberapa motif sehingga seseorang melakukan investasi antaralain:
1. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih layak di masa yang akan datang.
2. Mengurangi tekanan inflasi.
3. Sebagai usaha menghemat pajak.*

Berdasarkan definis di atas maka pada dasarnya investasi atau penanaman
modal merupakan kegiatan penanaman modal baik berupa uang atau aset-aset

lainnya dengan tujuan utama adalah untuk memperol eh keuntungan.

32 1pid.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Penipuan Investas Jus Pinang Muda di Kisaran

Tindak pidana penipuan investas jus pinang muda di Kisaran merupakan
kejahatan terhadap harta benda yang meresahkan masyarakat, merugikan korban
baik pskis, biologis, dan materi, sehingga sudah selayaknya tindak pidana
kejahatan terhadap harta benda diatur dalam produk perundang-undangan, dimana
penerapannya harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan hukum materil atau
upaya penal dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan terhadap harta benda
serta penegakannya harus tegas, sehingga pada akhirnya tercapa tujuan dasar
hukum yaitu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum
dan membantu meningkatkan perekonomian pembangunan negara.

Bentuk tindak pidana penipuan investas jus pinang muda di Kisaran
dilakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain
dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik
dengan akal atau tipu mudlihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan
bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau
menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara
terdakwa yang saat itu bekerja sebagai Formulator di CV. Kusuma Indonesia
bersama saks Tristianto menemui saksi Heru Susanto ditempat pekerjaan saks
Heru Susanto di Jalan Pancing Kota Medan, kemudian dalam pertemuan tersebut
terdakwa Syamsuddin Als.Udin dan saksi Tristanto menawarkan kepada saks
Heru Susanto Usaha Jus Pinang Muda Kemasan Sachet selanjutnya saks Heru

29
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Susanto diminta oleh Terdakwa untuk mencarikan Investor yang bisa digak
bekerjasama dengan terdakwa setelah itu terdakwa memberikan perincian lengkap
tentang konsep produk usaha pinang muda kepada saks Heru Susanto yang mana
setelah saks Heru Susanto mempelgjarinya saks Heru Susanto merasa usaha
tersebut menguntungkan sehingga kemudian Heru Susanto menawarkan produk
tersebut kepada saks Abna Hendrasyah Sinaga yang ditanggapi oleh saksi Abna
Hendrasyah Sinaga dengan mengajak saks Heru Susanto bertemu di Medan,
dalam pertemuan di Medan tersebut, saks Heri Kurniawan menjelaskan kepada
saks Abna Hendrasyah Sinaga lebih rinci mengenai produk usaha jus Pohon
Pinang Muda milik terdakwa serta keuntungan yang didapat bisa mencapai 30 %
perbulannya, mendengar penjelasan saks Heru Susanto, saks Abna Hendrasyah
Sinaga menjadi tertarik selanjutnya meminta saks Heru Susanto untuk
mengirimkan konsep tentang produk jus pohon pinang muda ke email sakst Abna
Hendrasyah Sinaga.*

Setelah saks Abna Hendrasyah Sinaga menerima konsep jus pinang muda
tersebut dari saks Heru Susanto dan mempelgarinya maka sekitar sebulan
kemudian saks Abna Hendrasyah Sinaga menelepon saksi Heru Susanto dan
menyuruh saks datang ke Kisaran. Heru Susanto bersama-sama terdakwa
Syamsuddin dan saks Tristanto mendatangi rumah saks Abna Hendrasyah
Sinaga yang beralamat di Jalan Batu Delima LK.Vl Desa Sidodadi Kec.Kis Barat
Asahan. Pada saat berada dirumah saks Abna Hendrasyah Sinaga, terdakwa

memperkenalkan dirinya adalah Pengusaha Jus Pinang Muda yang mana home

% putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis.
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industrinya berada di Hamparan Perak, lalu terdakwa juga menjelaskan rincian
usaha jus pinang muda milik terdakwa kepada saks Abna Hendrasyah Sinaga
serta keuntungan bersih yang di dapat dari menanamkan modal di Perusahaan
terdakwa mencapai 30 % perbulan, karena percaya dengan katakata terdakwa
tersebut, saks Abna Hendrasyah Sinaga setuju untuk menanamkan modal
uangnya sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang diserahkan langsung
kepada terdakwa dengan dibuat kwitans penyerahan uang tanggal 09 Januari
2017 yang disaksikan oleh Tristanto dan Heru Susanto.*

Setelah berjalan 3 (tiga) bulan, terdakwa tidak kunjung memberikan
keuntungan kepada saks Abna Hendrasyah Sinaga, sehingga saks Abna
Hendrasyah Sinaga merasa dibohongi meminta seluruh uangnya dikembalikan
lalu terdakwa membuat surat pernyataan dan berjanji akan mengembalikan uang
sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta tersebut) tersebut pada tanggal 07 April
2017 namun setelah melewati tanggal tersebut terdakwa tidak pernah
membayarnya dan setiap kali ditagih, terdakwa selalu menghindar dan beralasan
uangnya sedang diusahakan dan atas perbuatan terdakwa tersebut, saks Abna
Hendrasyah Lubis mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta
rupiah). Perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan kesatu Jaksa diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;*

Unsur-unsur penipuan yaitu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan
barang atau uang milik orang lain dan keuntungan dengan cara yang buruk.

Karena menggunakan identitas palsu seperti nama palsu dan kedudukan palsu,

3 1pid.
3 Ibid.
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dengan rangkaian kebohongan, atau menggunakan tipu muslihat. Dalam penipuan
harus ada kausalitas antara tipu muslihat dengan pemberian barang tertentu yang
jika tidak adanya tipu muslihat tersebut, maka tidak akan ada pemberian barang
tersebut.

Kegahatan penipuan atau bedrog diatur didalam Pasal 378-395 KUHP,
Buku Il Bab ke XXV. Dipergunakan perkataan penipuan atau bedrog, karena
sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sgjumlah perbuatan-perbuatan yang
ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh s pelaku telah dipergunakan
perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.

Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, R. Soeslo
merumuskan sebagal berikut:

1. Keahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya:

a  Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau
menghapuskan piutang.

b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri
atau orang lain dengan melawan hak.

c. Membujuknyaitu dengan memakai:
1) Nama palsu atau keadaan palsu
2) Akal cerdik (tipu mudihat) atau
3) Karangan perkataan bohong

2. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap
orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila
mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat
demikian itu.

3. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus
kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan
barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain
dipenuhinya.

4. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuanpun jika
dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang
tersebut dalam Pasal 367 jo 394.3%°

Hakekat dari kejahatan penipuan itu adalah maksud untuk menguntungkan

diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan mempergunakan upaya-

% R. Soesilo. Op.Cit, halaman 261.
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upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitatif di dalam Pasal 378
KUHP. Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378
KUHP. dengan unsur-unsur:
1. Unsur objektif:

a. Menggerakkan orang lain;

Unsur ini ditujukan kepada orang yang menjadi korban, tujuan pelaku
menggerakkan hati korban untuk memberikan keuntungan kepadanya berupa
sesuatu barang/uang, atau memberikan utang, atau menghapus piutang.

Perbuatan menggerakkan orang lain menurut Pasal 378 KUHP tidak
disyaratkan dipakainya upaya-upaya seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat
(1) KUHP yang berupa pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman
kekerasan atau mempergunakan kekerasan ataupun dengan memberikan
kesempatan, sarana atau keterangan. Melainkan dengan mempergunakan
tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan
yang bersifat menipu. Memang sifat hakekat dari kejahatan penipuan adalah
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu, dengan
mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitataif
di dalam Pasal 378 KUHP.

Unsur menggerakkan orang lain dalam kasus tindak pidana penipuan
investas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh
dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, alat bukti surat dan barang

bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa Terdakwa telah
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menerima uang sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari saksi Abna
Hendarsyah Sinaga sebagai uang untuk membeli mesin pembuat kemasan untuk
usaha jus pinang muda sachet, dan saksi Abna Hendarsyah Sinaga menyerahkan
uang sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa
karena menganggap apa yang disampaikan terdakwa mengenai usaha jus pinang
muda kemasan yang dapat memberikan keuntungan hingga 30% perbulan
mengandung kebenaran.

b. Untuk menyerahkan suatu benda;

Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan
benda dalam pencurian dan penggel apan, yakni sebagai benda yang berwujud dan
bergerak. Penyerahan benda yang menjadi obyek dari kejahatan penipuan ini
tidaklah disyaratkan, bahwa benda tersebut harus diserahkan langsung oleh orang
yang tertipu kepada si penipu, melainkan juga dapat diserahkan oleh orang yang
tertipu kepada orang suruhan si penipu, dengan permintaan supaya benda tersebut
diserahkan kepada orang yang telah menggerakkan dirinya untuk melakukan
penyerahan benda tersebut. Perbuatan penyerahan ini bukan hanya penting untuk
menentukan apakah suatu kejahatan penipuan itu telah selesai atau belum, tetapi
juga penting untuk diketahui dalam hubungannya dengan penetuan tempat dari
terjadinya kejahatan.

Unsur menyerahkan suatu barang/benda dalam tindak pidana penipuan
tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada

orang yang menipu. Hal penyerahan ini juga dapat dilakukan oleh orang yang
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tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu.®’ Perlu diketahui bahwa
dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan
haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh
S penipu. Perbuatan menyerahkan dalam hal ini berarti penyerahan suatu barang
atau benda yang dilakukan oleh orang yang terkena tipu dengan daya upaya yang
dilakukan oleh penipu harus ada hubungan kasual.

Kegahatan penipuan dikatakan telah selesa, jika orang yang digerakkan
untuk menyerahkan sesuatu benda itu, telah melepaskan benda yang dikehendaki
oleh orang yang mempergunakan upaya-upaya yang disebutkan di dalam Pasal
378 KUHP dalam usahanya untuk menggerakkan orang tersebut untuk berbuat
demikian, dengan tidak perlu diperhatikan apakah benda tersebut telah benar-
benar dikuasai oleh orang itu. Namun bila tidak diikuti penyerahan benda maka
disebut sebagai percobaan penipuan. Tempat terjadinya kejahatan penipuan adalah
tempat di mana seseorang telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan
sesuatu benda dengan mempergunakan salah satu upaya seperti dimaksudkan dia
atas, dan bukan tempat dimana orang yang digerakkan itu telah menyerahkan
benda yang dikehendaki oleh orang yang menggerakkan dirinya. Hal ini penting
untuk diketahui berkaitan dengan relative competentie dari Pengadilan yang akan
mengadili orang yang telah melakukan kejahatan penipuan.

c. Dengan mempergunakan upaya.
Penipuan dalam Pasal 378 KUHP adalah:

1) Mempergunakan nama palsu

% Ray Pratama, “Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan”, melalui
http: //raypratama.blogspot.com, diakses Senin, 27 Agustus 2018.
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2)

3)

4)
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Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, akan
tetapi kalau s penipu itu menggunakan nama orang lain yang sama namanya
dengan ia sendiri, maka ia tidak dapat dikatakan menggunakan nama palsu,
tetapi ia dapat dipersalahkan melakukan “tipu muslihat” atau susunan belit
dusta.

Menggunakan kedudukan palsu

Seseorang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan
palsu.

Menggunakan tipu muslihat

Tipu mudlihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan
kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong, dan atas
gambaran peristiwa-peristiva yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa
sehingga kepal suan itu dapat mengelabuhi orang yang biasanya berhati-hati.
Menggunakan susunan belit dusta

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan
suatu keseluruhan yang nampaknya seperti benar atau betul dan tidak mudah
ditemukan dimana kepalsuannya. Akal tipu ini suka bercampur dengan tipu
muslihat yang tersebut dalam butir 3, dan oleh karenanya sukar dipisahkan.
Untuk mengetahui tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang lebih
mendalam, maka penulis akan menguraikan unsur-unsur tindak pidana
penipuan dalam Pasal 378 KUHP.

Mempergunakan nama palsu dan yang penting untuk diketahui mengenai

nama palsu ini adalah bahwa disamping nama sehari-hari yang dikenal umum,
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orang sering mempergunakan nama tambahan ataupun juga nama keluarga yang
dikenal umum, bisa juga orang itu juga mempunyai nama kecil. Apabila nama-
nama tersebut tidak dikenal oleh umum, maka penggunaannya dianggap sebagai
mempergunakan nama pal su.

Mempergunakan tipu muslihat, maksudnya adalah bukan terdiri dari kata-
kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga
perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau
dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan timbul kesan yang
sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar. Atau tipu muslihat adalah berupa
membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan, misalnya, mempelihatkan sesuatu.

Mempergunakan sifat palsu. Dimaksud dengan mempergunakan sifat
palsu ini, tidaklah perlu orang itu mengaku-ngaku bahwa ia adalah misal anggota
Polisi, Jaksa dan sebagainya, akan tetapi juga apabila ia mengatakan bahwa
dirinya berada dalam suatu keadaan tertentu, di mana ia mempunyai hakhak
karenanya, maka perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai
mempergunakan sifat pal su.

Mempergunakan susunan kata-kata bohong. Maksud susunan kata-kata
bohong adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata
itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan
seolah-olah yang satu membenarkan yang lain.

2. Unsur-unsur subyektif:
a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Maksud s pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus
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ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa
unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain
harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain
di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan,
menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesenggjaan dalam
maksud ini harus sudah ada dalam diri s petindak, sebelum atau setidak-
tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan.Menguntungkan
artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini
baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain.

b. Secara melawan hak. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan
sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil,
melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagal bertentangan
dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.
Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak
pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu
dibuktikan ialah s petindak mengerti maksud menguntungkan diri sendiri
atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan
seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai dicela masyarakat.

Penipuan yang diatur dalam KUHP perlu dilihat dari setidaknya dua sisi
yaitu pertama, pelaku tindak pidana secara langsung melakukan penipuan
terhadap orang. Kedua, cara yang diatur dalam pasal 378 KUHP bersifat limitatif
yang diperluas, yaitu memaka nama palsu martabat palsu, tipu muslihat,

rangkaian kebohongan. Maksud limitatif diperluas ialah bahwa cara yang
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ditentukan oleh Pasal 378 KUHP hanya empat cara, dan tidak disebutkan cara
lain, akan tetapi, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan memperluas cara yang
diatur tersebut.

Unsur dengan memakai nama palsu dan martabat palsu yaitu bahwa unsur
memakal nama palsu ini terjadi apabila seseorang yang memaka nama yang
bukan namanya, oleh karena hal tersebut menerima barang yang harus diserahkan
kepada orang yang namanya disebutkan tadi. Maksudnya seseorang yang berpura-
pura dengan upayanya dengan memakai nama palsu yang diketahuinya nama itu
adalah nama orang lain sehingga barang yang seharusnyadi serahkan kepada orang
lain menjadi diserahkan kepadanya karena menggunakan nama sipenerima
sebenarnya.

Unsur martabat palsu yang dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya
dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan s korban percaya
kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau
memberi hutang atau menghapus piutang. Termasuk dalam pengertian memakai
martabat palsu misalnya adalah, menyebutkan dirinya seseorang pejabat tertentu,
atau seorang kuasa dari orang lain, atau seseoarang ahli waris dari seorang wafat,
yang meninggal kan harta warisan.

Unsur memakai tipu muslihat dan unsur memakai rangkaian kebohongan
terdapat hubungan yang sangat erat antar keduanya. Unsur tipu muslihat adalah
rangkaian kata-kata dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga

perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Sedangkan



40

yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkian kata-kata dusta
atau kat-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan
seolah-olah apa yang diakatakan itu adalah benar adanya. Perbedaan antara kedua
unsur tersebut adalah, jika unsur tipu muslihat merupakan perbuatan yang dibuat
sedemikian rupa, sehingga perbutan tersebut menimbulkan kebenaran, sedangkan
rangkaian kebohongan merupakan kata-kata bohong yang menimbulkan kesan
kebenaran.

Tindak pidana penipuan investas jus pinang muda di Kisaran
sebagaimana didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yang
melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan ketentuan Pasa 378 KUHP
terbukti. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang menyidangkan
perkara ini, bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 378
KUHP yang unsur-unsurnya adal ah:

1. Barangsiapa;

Barangsiapa di sini bukan merupakan unsur delik melainkan unsur pasal
yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan
kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan barangsiapa tersebut akan selalu
melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi apabila
semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai
pertanggungjawaban pidanadi depan hukum.

Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan terdakwa yang

mengaku bernama Syamsuddin alias Udin, yang telah mengakui identitas
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selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Penuntutan Jaksa Penuntut

Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah

terdakwa Syamsuddin alias Udin.

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain
secara melawan hukum

Kata dengan maksud dalam pasal ini merupakan terjemahan dari met het
oogmerk, yang berarti bahwa opzet atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah
ditafsirkan sebagai opzet als oogmerk, sehingga maksud dari pelaku itu tidaklah
boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum. Istilah melawan hukum dapat diartikan
sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewagjiban hukum pelaku,
melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan
hukum pada umumnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari
keterangan saksi-saks, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti
yang dihadirkan dipersdangan telah diketahui bahwa saks Heru Susanto
menceritakan kepada saksi Abna Hendarsyah Sinaga tentang teman saks Heru
Susanto yang mempunyai usaha produksi jus pinang muda dan pada saat itu saks
Heru Susanto menerangkan tentang keuntungan yang didapat bisa mencapai 30%
untuk perbulannya kemudian saksi Heru Susanto mengirimkan konsep tentang jus
pinang muda ke email saks Abna Hendarsyah Sinaga kemudian setelah saksi

Abna Hendarsyah Sinaga mempelgjari kemudian saks Abna Hendarsyah Sinaga
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merasa tertarik sehingga saksi Abna Hendarsyah Sinaga menyuruh saksi Heru
Susanto untuk datang ke Kisaran.

Selasa tanggal 9 Januari 2013 saksi Heru Susanto bersama terdakwa dan
saks Trisianto datang ke rumah saksi Abna Hendarsyah Sinaga di Jalan Batu
Delimalau saks Heru Susanto memperkenal kan terdakwa sebagai pengusaha jus
pinang muda kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Abna Hendarsyah
Sinaga ada memiliki usaha jus pinang muda dan terdakwa menawarkan kepada
saks Abna Hendarsyah Sinaga untuk melakukan investass segumlah
Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembuatan jus pinang muda
kemasan sachet 250/500 ml dan terdakwa mengatakan saks akan mendapatkan
keuntungan sebesar 30% perbulannya.

Saks Abna Hendarsyah Sinaga mengatakan kepada terdakwa jika saks
Abna Hendarsyah Sinaga tertarik untuk berinvestas namun hanya memiliki uang
sgiumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang disetujui oleh terdakwa lalu
sekira pukul 21.00 Wib saks Abna Hendarsyah Sinaga menyerahkan uang
sgumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan
keesokan harinya saksi Abna Hendarsyah Sinaga mentransfer kembali kepada
terdakwa uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang menurut
terdakwa uang sgjumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut akan
digunakan terdakwa untuk membeli mesin serta peralatan lainnya untuk
pembuatan jus pinang muda kemasan sachet,

Setelah satu bulan berjalan ternyata terdakwa tidak ada menyerahkan

keuntungan sebesar 30% yang dijanjikan terdakwa dan saks Abna Hendarsyah
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Sinaga pernah menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa selalu mengatakan
tunggu dulu kemudian saat saks Abna Hendarsyah Sinaga mengunjungi tempat
usaha terdakwa namun investas jus pinang muda kemasan sachet 250/500 ml
tidak pernah ada dan mesin serta peralatan lainnya yang di katakan terdakwa juga
tidak ada sehingga saks mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,- (seratus
juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat, unsur
keduaini telah terpenuhi.*®
3. Unsur dengan menggunakan nama palsu, sifat palsu, tipu mudihat, atau
rangkaian kebohongan.

Unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif,
sehingga apabila salah satu sub unsur sgja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah
unsur secara keseluruhan. Kata nama palsu di sini dapat berupa nama yang bukan
sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas
yang sebenarnya, sifat palsu adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak
sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi
dirinya di mata orang lain, sedangkan tipu muslihat merupakan tindakan yang
sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan bagi orang lain atau
memberikan kesan kepada orang lain bahwa seol ah-olah keadaan yang ia ciptakan
tersebut adalah benar, dan kata rangkaian kebohongan merupakan rangkaian kata-
kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar
dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada

diri orang lain yang digjak bicara.

% putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis.



Terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2013 saksi
Heru Susanto bersama terdakwa dan saksi Trisianto datang ke rumah saksi Abna
Hendarsyah Sinaga di Jdan Batu Delima lalu saks Heru Susanto
memperkenalkan terdakwa sebagai pengusaha jus pinang muda kemudian
terdakwa mengatakan kepada sakst Abna Hendarsyah Sinaga ada memiliki usaha
jus pinang muda dan terdakwa menawarkan kepada saks Abna Hendarsyah
Sinaga untuk melakukan investas sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh
juta rupiah) untuk pembuatan jus pinang muda kemasan sachet 250/500 ml dan
terdakwa mengatakan saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 30%
perbulannya.

Saksi Abna Hendarsyah Sinaga mengatakan kepada terdakwa jika saks
Abna Hendarsyah Sinaga tertarik untuk berinvestasi namun hanya memiliki uang
segjumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang disetujui oleh terdakwa lalu
sekira pukul 21.00 Wib saksi Abna Hendarsyah Sinaga menyerahkan uang
sgjumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan
keesokan harinya saksi Abna Hendarsyah Sinaga mentransfer kembali kepada
terdakwa uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang menurut
terdakwa uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut akan
digunakan terdakwa untuk membeli mesin serta peralatan lainnya untuk
pembuatan jus pinang muda kemasan sachet.

Setelah satu bulan berjalan ternyata terdakwa tidak ada menyerahkan
keuntungan sebesar 30% yang dijanjikan terdakwa dan saks Abna Hendarsyah

Sinaga pernah menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa selalu mengatakan
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tunggu dulu kemudian saat saks Abna Hendarsyah Sinaga mengunjungi tempat
usaha terdakwa namun investas jus pinang muda kemasan sachet 250/500 ml
tidak pernah ada dan mesin serta peralatan lainnya yang di katakan terdakwa juga
tidak ada sehingga saks mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,- (seratus
jutarupiah).

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai seperti itu, Majelis berpendapat, sub
unsur sifat palsu dan tipu musihat sebagaimana telah dijelaskan di atas, telah
terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur ke-tiga ini telah
terpenuhi.*®
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda.

Istilah menggerakkan di sini dapat diartikan sebagai melakukan suatu
perbuatan, baik dengan kata-kata maupun dengan tingkah laku, yang dimaksudkan
untuk mempengaruhi orang atau pihak lain agar mengikuti kehendaknya.
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari
keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, aat bukti surat dan barang
bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa Terdakwa telah
menerima uang sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari saksi Abna
Hendarsyah Sinaga sebagai uang untuk membeli mesin pembuat kemasan untuk
usaha jus pinang muda sachet, dan saksi Abna Hendarsyah Sinaga menyerahkan
uang sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa
karena menganggap apa yang disampaikan terdakwa mengenai usaha jus pinang

muda kemasan yang dapat memberikan keuntungan hingga 30% perbulan

% putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis.
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mengandung kebenaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat
unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti.

Berdasarkan  putusan  Pengadilan ~ Negeri Kisaran ~ Nomor
347/Pid.B/2017/PN.Kis bahwa tindak pidana penipuan investas jus pinang muda
di Kisaran dilakukan dengan cara Heru Susanto menceritakan kepada saksi Abna
Hendarsyah Sinaga tentang teman saks Heru Susanto yang mempunyal usaha
produksi jus pinang muda dan pada saat itu saks Heru Susanto menerangkan
tentang keuntungan yang didapat bisa mencapai 30% untuk perbulannya. Heru
Susanto mengirimkan konsep tentang jus pinang muda ke email saksi Abna
Hendarsyah Sinaga kemudian setelah saksi Abna Hendarsyah Sinaga mempel gjari
kemudian saksi Abna Hendarsyah Sinaga merasa tertarik sehingga saks Abna
Hendarsyah Sinaga menyuruh saksi Heru Susanto untuk datang ke Kisaran.

Heru Susanto bersama terdakwa dan saks Trisianto datang ke rumah saksi
Abna Hendarsyah Sinaga di Jalan Batu Delima lalu saks Heru Susanto
memperkenalkan terdakwa sebagai pengusaha jus pinang muda dan terdakwa
mengatakan kepada saksi Abna Hendarsyah Sinaga ada memiliki usaha jus pinang
muda dan terdakwa menawarkan kepada saks Abna Hendarsyah Sinaga untuk
melakukan investas sgumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
untuk pembuatan jus pinang muda kemasan sachet 250/500 ml dan terdakwa
mengatakan saks akan mendapatkan keuntungan sebesar 30% perbulannya.

Setelah satu bulan berjalan ternyata terdakwa tidak ada menyerahkan
keuntungan sebesar 30% yang dijanjikan terdakwa dan saks Abna Hendarsyah

Sinaga pernah menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa selalu mengatakan
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tunggu dulu dan saks kenyataannya tempat usaha investas jus pinang muda
kemasan sachet 250/500 ml tidak pernah ada dan mesin serta peralatan lainnya
yang di katakan terdakwa juga tidak ada sehingga akibat perbuatan terdakwa,
maka korban mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,- (seratus juta rupiah).*

Berdasarkan uraian di atas, maka bentuk tindak pidana penipuan investas
jus pinang muda di Kisaran dilakukan dengan tipu muslihat yaitu melakukan
tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan bagi orang
lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang di
ciptakan tersebut adalah benar, dan kata rangkaian kebohongan merupakan
rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang
dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan
kepercayaan pada diri orang lain yang digjak bicara dengan menawarkan kepada
saks Abna Hendarsyah Sinaga untuk melakukan investas sejumlah
Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembuatan jus pinang
muda kemasan sachet 250/500 ml dan terdakwa mengatakan saks akan
mendapatkan keuntungan sebesar 30% perbulannya.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku
kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan
membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan
orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsure
subyektif maupun unsure obyektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian

unsure subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan secara

“9 putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis.
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teori adalah mencakup makna menghendaki atau mengetahui, maka harus dapat
dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah bermaksud untuk
menguntungkan diri  sendiri atau orang lain secara melawan hukum
menghendaki atau setidaknya mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya sejak
semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain
tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang
kepadanya (pelaku delik).

Mengetahui/menyadari bahwa yang dipergunakan untuk menggerakkan
orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda memberi hutang/menghapuskan
piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau
sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Unsur delik subyektif di atas, dalam praktek peradilan sesungguhnya tidak
mudah untuk ditemukan fakta hukumnya. Terlebih lagi jika antara pelaku dengan
korbanpenipuan semula memang meletakkan dasar tindakan hukumnya pada
koridor suatu perjanjian murni. Oleh karena itu, tidak bisa secara sederhana
dinyatakan bahwa seseorang telah memenuhi unsur subyektif delik penipuan ini
hanya karena telah menyampaikan informas bisnis prospektif kepada seseorang
kemudian orang tersebut tergerak ingin menyertakan modal dalam usaha bisnis
tersebut. Karena pengadilan tetap harus membuktikan bahwa ketika orang tersebut
menyampaikan informas bisnis prospektif kepada orang lain tadi, harus
ditemukan fakta hukum pula bahwa sgjak semula memang bermaksud agar orang
yang diberi informasi tadi tergerak menyerahkan benda/hartanya dan seterusnya,
informasi bisnis tersebut adalah palsu/bohong dan dengan semua itu memang

bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
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Sifat/kualifikas tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil
materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban
penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pel aku tersebut,
haruslah benar-benar berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pel aku penipuan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHP. Hal demikian ini tentu tidak
sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula realitas
suatu kasus pun seharusnya tidak bisa secara simplifistik (sederhana) ditarik dan

dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan
Investasi Jus Pinang Muda di Kisaran

Setiap perbuatan melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat
memaksa dapat dikenakan sanksi. Tindak pidana menimbulkan suatu bencana
bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari (sebab) dengan melahirkan
suatu akibat. Tindak pidana terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh
seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana
sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya. Tindak
pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa
yang melakukannya.**

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang
telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang
yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang

telah dinyatakan sebagal suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang

- Mahrus Ali (11). 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika 98.
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melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana maka perbuatannya tersebut harus
dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika
telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah
ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan
yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan pidananya
atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum
dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar untuk itu.
Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang
mampu bertanggung jawab yang mampu dipertanggungjawabkan pidananya.

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika
tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan
pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana
akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang mempunyai
kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi
masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain
jikamemang tidak ingin berbuat demikian.

Menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut hakekatnya hal
tersebut dapat dihindarinya kelakukan yang melawan hukum itu. Karena
kehendak pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka
ini dapat dicelakan padanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan menyebabkan

atau mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan karena pembuat itu
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bisa berusaha, agar diatidak berbuat berlawanan dengan hukum. Pelanggaran atas
norma itu bergantung pada kehendaknya.

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman.
Penjatuhan ancaman hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu
pelanggaran tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran supaya tidak
mengulangi perbuatan yang jahat dan dapat kembali kepada masyarakat yang
baik, dengan perkataan lain menjadi orang baik.*

Pelaku tindak pidana penipuan investas jus pinang muda harus diberikan
sanki atas perbuatan tersebut. Secara konseptional, maka inti dan arti penegakan
hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan
di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian
penjabaran nilai-nilai  tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pelaku tindak pidana penipuan investas jus pinang muda di Kisaran dapat
dimintakan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Perbuatan yang dilakukan
oleh terdakwa Syamsuddin Alias Udin sebagaimana diatur dan diancam dalam
Pasal 378 KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definis
melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga
dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan
menurut Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut: Barang sigpa dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan

memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mudlihat, ataupun

“2 Niniek Suparni. 2003. Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan.
Jakarta: Sinar Grafika, halaman 21.



52

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang
sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang,
diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Penipuan adalah tindakan seseorang atau kelompok dengan tipu muslihat
atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena
omongan yang seakan-akan benar dengan tujuan mencari suatu keuntungan.
Biasanya seseorang yang melakukan penipuan menerangkan sesuatu yang seolah-
olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai
dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang
menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu
supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan
menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam tindak pidana penipuan
investas jus pinang muda dalam putusan Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis telah
memenuhi seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP, maka terdakwa menurut Majelis
Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana penipuan. Mgjelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan
pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan
hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana
yang setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut maka Hakim telah tepat dalam menjatuhkan

putusan dengan berdasarkan tindak pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP, dimana



53

dalam penipuan, dimilikinya suatu benda oleh seseorang dilakukan dengan cara
melawan hukum, yaitu dengan perbuatan yang tidak sah: memakai nama palsu,
tipu mudihat, atau rangkaian kebohongan. Seorang yang melakukan penipuan,
dengan kata-kata bohongnya itu menyebabkan orang lain menyerahkan suatu
benda kepadanya. Tanpa adanya kebohongan tersebut, belum tentu orang yang
bersangkutan akan menyerahkan benda itu secara sukarela. Dalam penggel apan,
dimilikinya suatu benda terjadi bukan karena perbuatan yang melawan hukum
(bukan karena perbuatan yang tidak sah), melainkan karena suatu perbuatan yang
sah (bukan karena kejahatan). Perbuatan dimilikinya barang itu dilakukan dengan
kesadaran bahwa pemberi dan penerima barang sama-sama menyadari perbuatan
mereka, namun pada akhirnya dimilikinya benda tersebut oleh penerima barang
dipandang sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki (melawan hukum), sehingga
secara yuridis penerapan dakwaan dari penuntut umum pada Pasal 372 KUHP di
rasa kurang tepat dan yang tepat adalah pada Pasal 378 KUHP.

Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum
dalam hal lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim menjatuhkan
hukuman selama 2 (dua) tahun penjara terhadap terdakwa dan lebih ringan dari
tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman
selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Menurut majelis hakim, hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa
setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan
memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevens ataupun keseimbangan

perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi



terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus
bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata,
namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-
beratnya terhadap terdakwa tetapi untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga
negara yang baik dan bertanggungjawab.

Berdasarkan putusan hakim tersebut maka bentuk pertanggungjawaban
terdakwa terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukannya adalah dengan
menjaani pertanggungjawaban pidananya selama 2 (dua) walaupun mash di
bawah dakwaaan penuntut umum. Hal ini menurut penulis bahwa putusan hakim
tersebut dari sisi pidana sudah tepat karena dengan berdasarkan Pasal 378 KUHP
secara garis besar menyebutkan bahwa: diancam karena penipuan, dengan pidana
penjara paling lama empat tahun, Barangsiapa dengan maksud menguntungkan
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai hama palsu
atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu mudihat atau rangkaian
kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 347/Pid.B/2017/
PN.Kis Terhadap Penipuan Investas Jus Pinang Muda

Terdakwa dalam kasus ini adalah Syamsuddin Als Udin, pada hari Selasa
tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidakya pada suatu
waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Jalan Batu Delima

Lk.VIl Desa Sidodadi Kec.Kis Barat Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu
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tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran,

dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan

melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan
aka atau tipu mudihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,
membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau
menghapuskan piutang.

Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa Syamsuddin Alias Udin
dengan:*®

a. Dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana daam Pasa 378
KUHPidana.

b. Dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372
KUHPidana.

Tuntutan pidana yang digjukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya
sebagai berikut; **

a. Menyatakan Terdakwa Syamsuddin alias Udin terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378
KUHPIidana sebagai mana dalam dakwaan pertama;

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsuddin alias Udin dengan
pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan
masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa
tetap ditahan;

c. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima

ribu rupiah).

ﬁ Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis.
Ibid.
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Berdasarkan  keterangan saksi-saksi  serta  keterangan  terdakwa
dihubungkan dengan barang bukti, maka ditemukan fakta-fakta hukum bahwa
saks Heru Susanto menceritakan kepada saksi Abna Hendarsyah Sinaga tentang
teman saks Heru Susanto yang mempunyai usaha produksi jus pinang muda dan
pada saat itu saksi Heru Susanto menerangkan tentang keuntungan yang didapat
bisa mencapai 30% untuk perbulannya.

Sakis Heru Susanto mengirimkan konsep tentang jus pinang muda ke
email saksi Abna Hendarsyah Sinaga kemudian setelah saksi Abna Hendarsyah
Sinaga mempelgjari kemudian saksi Abna Hendarsyah Sinaga merasa tertarik
sehingga saks Abna Hendarsyah Sinaga menyuruh saksi Heru Susanto untuk
datang ke Kisaran. Hari Selasa tanggal 9 Januari 2013 saks Heru Susanto
bersama terdakwa dan saks Trisianto datang ke rumah saksi Abna Hendarsyah
Sinaga di Jalan Batu Delima lalu saks Heru Susanto memperkenalkan terdakwa
sebagai pengusaha jus pinang muda.

Terdakwa mengatakan kepada sakss Abna Hendarsyah Sinaga ada
memiliki usaha jus pinang muda dan terdakwa menawarkan kepada saks Abna
Hendarsyah Sinaga untuk melakukan investas sejumlah Rp150.000.000 (seratus
lima puluh juta rupiah) untuk pembuatan jus pinang muda kemasan sachet
250/500 ml dan terdakwa mengatakan saksi akan mendapatkan keuntungan
sebesar 30% perbulannya.

Saksi Abna Hendarsyah Sinaga mengatakan kepada terdakwa jika saks
Abna Hendarsyah Sinaga hanya memiliki uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus

juta rupiah) yang disetujui oleh terdakwa. Sekira pukul 21.00 Wib saksi Abna
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Hendarsyah Sinaga menyerahkan uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh
juta rupiah) kepada terdakwa dan keesokan harinya saksi Abna Hendarsyah
Sinaga mentransfer kembali kepada terdakwa uang sgjumlah Rp 40.000.000,-
(empat puluh juta rupiah) yang menurut terdakwa uang sgfumlah Rp100.000.000
(seratus juta rupiah) tersebut akan digunakan terdakwa untuk membeli mesin serta
peralatan lainnya untuk pembuatan jus pinang muda kemasan sachet.

Setelah satu bulan berjalan ternyata terdakwa tidak ada menyerahkan
keuntungan sebesar 30% yang dijanjikan terdakwa dan saks Abna Hendarsyah
Sinaga pernah menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa selalu mengatakan
tunggu dulu. Saks Abna Hendarsyah Sinaga pernah mengunjungi tempat usaha
terdakwa namun investas jus pinang muda kemasan sachet 250/500 ml tidak
pernah ada dan mesin serta peralatan lainnya yang di katakan terdakwa juga tidak
ada.

Uang sgiumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan modal
untuk usaha baru yaitu pembuatan jus pinang muda kemasan sachet vol 15 Ml
bukan untuk pengembangan usaha terdakwa. Terdakwa menggunakan uang yang
saks Abna Hendarsyah Sinaga serahkan untuk membayar utangnya. Kerugian
yang diderita saks akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus juta
rupiah);

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap perbuatan
yang dilakukan oleh terdakwa oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kisaran

memberikan putusan yang amarnya berbunyi:*

S bid.
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a. Menyatakan terdakwa Syamsuddin Alias Udin tersebut di atas, terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”penipuan”
sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.

b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 2 (dua) tahun.

c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

e. Menetapkan barang bukti berupa:

2) 1 (satu) lembar kertas yang berisikan sudah terima dari Bapak Abna

Hendarsyah Sinaga uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

3) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 2 April 2015 ditandatangani oleh

Syamsuddin di atas materai;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sgjumlah Rp.
5000,- (limaribu rupiah);

Melihat penerapan hukum yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka pada pembuktian
mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diketahui
bahwa terdakwa digjukan kedepan persidangan dengan dakwaan berbentuk
aternatif, maka Jaksa Penuntut umum membuktikan dakwaan yang paling
dianggap terbukti yakni dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP.

Dihubungkan dengan posisi kasus di atas maka perbuatan terdakwa yang

memenuhi unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP, yaitu bahwa yang dimaksud dengan
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barang siapa disini adalah sigpa saja orang atau subyek hukum yang melakukan
perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dengan
berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan
saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang telah
membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka
terdakwa yang digjukan dalam persidangan ini adalah sebagai manusia yang dapat
mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut di atas,
maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut
hukum.

Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan
baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saks yang disumpah maupun dari
keterangan terdakwa sendiri, maka unsur dengan maskud menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan
meyakinkan menurut hukum.

Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal
maupun tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain
untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya membuat hutang atau
menghapusakan piutang. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
dipersidangan baik yang diperoleh dari keteranga saksi-saks yang disumpah
maupun dari keterangan terdakwa sendiri, maka unsur dengan memaka nama
palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun rangkaian

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau
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supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang telah terbukti secara sah dan
meyakinkan menurut hukum.

Seorang hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil,
namun sebagai manusia hakim dalam memberikan putusannya tidaklah mungkin
memuaskan semua pihak baik korban, terdakwa atau penuntut umum. Tetapi
walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-
adilnya sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang didasari
pada aturan dasar hukum yang jelas (asas legalitas) dan disertai dengan hati nurani
hakim dalam memutuskan perkara dan hal tersebut terbukti bahwa
pertanggungjawaban terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukannya tidak
menyentuh ganti rugi uang yang telah dikeluarkan oleh korban. Dimana dengan
penipuan yang dilakukan terdakwa tersebut maka pertanggungjawaban terdakwa
hanya berupa menjalankan masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan dan
tidak ada ketentuan dari hakim kepada terdakwa untuk mengembalikan uang yang
menjadi hak korban kepada korban.

Penerapan sanks pidana merupakan upaya untuk menyadarkan para
pelaku tindak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya
menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-
nilai moral, sosia dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib
dan damai.

Menurut Niniek Suparni bahwa tujuan pemidanaan adal ah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma

hukum demi pengayoman masyarakat.

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga
menjadikannya orang yang baik dan berguna.
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3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa dama dalam
masyarakat.

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. “°

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan
diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Melaui putusannya, seorang
hakim dapat mempidana, mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut
kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang
pemerintah terhadap masyarakat, sampa dengan memerintahkan penghilangan
hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum
dan keadilan.

Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan
masalah menjatuhkan sanks pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana
yang dilakukan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, maka unsur-
unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan harus
dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri terdakwa.

Hakim mempunyal kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat
ringannya sanks pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan
hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan untuk
menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk
menentukan berat ringannya sanks pidana penjara juga harus berpedoman pada
batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus

berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan

bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang di

“® Niniek Suparni, Op.Cit., halaman 19.
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hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan
alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa
terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti
yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti
satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan
pada hakim.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang
menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14
ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawarahan, setiap hakim wajib
menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang
diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatkan
bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari
segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam
persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana.
Hakim dalam persidangan harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana
sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari

suatu peraturan perundang-undangan.
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Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis
yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi,
barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan
non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan
terdakwa, kondis terdakwa, serta kondis ekonomi terdakwa, ditambah hakim
harusdah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak
sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan
kepadanya.

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan:

1. Pertimbangan yuridis
2. Pertimbangan non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang
didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh
undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.
Pertimbangan yuridis sgja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam
pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat
sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana
penganiayaan, antara lain: fakta-fakta di persidangkan, keterangan terdakwa
dipersidangan, keterangan saks dalam persidangan barang bukti didepan

perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.
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Hal-hal yang dijadikan aasan pertimbangan oleh hakim dalam
memperberat dan memperingan sanks pidana penjara yang akan dijatuhkan
kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adal ah:

1. Alasan yang meringankan:

a. Terdakwa belum pernah dihukum;

b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
2. Hal yang memberatkan:

a. Perbuatan terdakwa merugikan saks Abna Hendarsyah Sinaga;

b. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

c. Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya; *’

Berdasarkan hal tersebut, maka sebelum menetapkan atau menjatuhkan
putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa,
maka hakim terlebih dahulu turut mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya
fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis,
keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta beberapa hal lain yang
berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Hakim dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanks pidana,
hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut
Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-
pasal dalam hukum pidana. Adapula pertimbangan non yuridis yang terdiri dari
latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondis terdakwa pada

saat melakukan perbuatan.

47 putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis
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Berdasarkan analisis tentang pertimbangan hukum hakim dalam
menjatuhkan sanks dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor
347/Pid.B/2017/PN.Kis, hakim dalam memutus perkara tersebut mempunyai
pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak. Mulai dari tuntutan Jaksa
Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan
dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta
hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Berdasarkan uraian di atas, jeladah bahwa penjatuhan hukuman oleh
hakim terhadap seorang yang melakukan tindak pidana penipuan adalah salah satu
bagian penting. Menjatuhkan putusan pidana, maka seorang hakim mempunyai
kebebasan untuk menentukan berat hukuman. Meskipun demikian kebebasan
tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, tetapi harus memperhitungkan
sifat dan seriusnya peristiwa pidana yang dilakukan dan keadaan-keadaan yang
meliputi perbuatan-perbuatan yang diharapkan kepadanya.

Pertimbangan keputusan, seperti kepribadian pelaku, perbuatan, usia,
tingkat pendidikan, pria maupun wanita, lingkungan maupun kepribadian bangsa,
perlu mendapat perhatian. Dengan perkataan lain pertimbangan kepentingan harus
disesuaikan dengan kaedah-kaedah, azas-azas dan keyakinan hukum yang juga
berlaku di dalam masyarakat dimanaia hidup.

Mengingat juga pandangan tentang adanya hak-hak asas manusia yang
dikaitkan dengan ukuran-ukuran bila seseorang dipandang mampu bertanggung
jawab dan tidak bertanggung jawab sehingga keadilan dalam penerapan hukuman

dapat tercipta. Permasalahan yang timbul dari hukum, yakni teori hukum pidana
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mana yang harus dipergunakannya dalam rangka mengambil keputusan terhadap
suatu peristiwa pidana yang dihadapkan kepadanya.

Keputusan hakim pada dasarnya diambil dalam tuduhan yang ditujukan
terhadap terdakwa dan hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan
peradilan. Jika tuduhan tersebut terbukti serta terdakwa dapat dihukum, maka
hakim dapat menetapkan berat dan ringannya hukuman berdasarkan teori hukum
pidana yang dipergunakannya.

Penggunaan teori hukum pidana, hakim diberi kebebasan karena di dalam
perundang-undangan di dalam KUHP, yurisprudens, ilmu hukum atau doktrin
tidak menetapkannya. Meskipun demikian dalam prakteknya hakim lazim
mempergunakan teori gabungan di dalam menetapkan berat dan ringannya
hukuman. Maksudnya walaupun hakim diberi kebebasan untuk menetapkan berat
hukuman antara batas maksima dan minimal, tetapi bukanlah berarti harus ada
penilaian subjektif dari hakim, dan untuk itu hakim dapat mempergunakan teori
gabungan, dimana setidak-tidaknya paham perlindungan atas pengamanan
kepentingan-kepentingan  masyarakat  tidak  ditinggalkan, di  samping
penghukuman terhadap si pembuat.

Tindak pidana penipuan investas jus pinang muda di Kisaran adalah tipu
muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya
karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan

penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi

sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena
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tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui
keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan
tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu
agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri di kalangan masyarakat
merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak
kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat
kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus
mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi
pel aku penipuan yang berskala besar.

Setelah memperhatikan amar putusan, terlihat bahwa hakim mengambil
pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah sangat tepat.
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-
fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang telah
ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan
Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan
unsur-unsur delik yang didakwakan, dan pertimbangan non yuridis yang terdiri
dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi
terdakwa, ditambah hakim harusah meyakini apakah terdakwa melakukan
perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak
pidana yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya,

maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya
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tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik
dari segi prevens ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan
perlindungan terhadap kepentingan pribadi terdakwa dan untuk memenuhi rasa
keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus
bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata,
namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat—
beratnya terhadap terdakwa tetapi untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga
negara yang baik dan bertanggungjawab.

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dijatuhkan berdasarkan atas
tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian
hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Mgjelis Hakim untuk menjatuhkan
putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 378 KUHP tentang penipuan.
Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada aasan yang dapat menjadi
dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik aasan pemaaf maupun
alasan pembenar. Namun, pada perkaraini Majelis Hakim tidak menemukan dasar
untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Oleh karena itu terdakwa
dinyatakan harus dapat memeprtanggung jawabkan perbuatannya. Pada perkara
ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa lebih rendah dari
tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang
meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Mgjelis Hakim dalam
menjatuhkan putusan.

Vonis majelis hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2

(tahun) lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana



69

penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhadap terdakwa Syamsuddin Alias
Udin didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta tuntutan
pidana penuntut umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan
dihubungkan dengan fungs dan tujuan pemidanaan, maka Magelis Hakim
melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut
dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan lalu kemudian

menjatuhkan putusan tersebut



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk tindak pidana penipuan investas jus pinang muda di Kisaran
dilakukan terdakwa dengan menawarkan kepada korban untuk melakukan
investas sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk
pembuatan jus pinang muda dan terdakwa menjanjikan kepada saks akan
mendapatkan keuntungan sebesar 30% perbulannya tetapi ternyata hal
tersebut tidak pernah ada sehingga korban mengalami kerugian.

2. Pertanggungjawab pidana pelaku tindak pidana penipuan investas jus
pinang mudadi Kisaran diatur secarajelasdi dalam Pasal 378 KUHP yang
dijadikan dasar hakim untuk menghukum terdakwa dan Majelis Hakim
tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat
menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari
perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal
dengan perbuatannya yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

3. Anaiss putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 347/Pid.B/2017/
PN.Kis bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa
didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan
perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan  tindak  pidana dan  tindakan  terdakwa  dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga terdakwa dinyatakan telah

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan.

70



71

B. Saran

1. Agar setiap hendak melakukan investas, maka terlebih dahulu melihat
keabsahan perusahaan serta bukti hukum lainnya. Selain itu kepada
penegak hukum agar lebih melakukan penanggulangan dengan lebih
kepada upaya preventif agar tidak terjadi lagi tindak pidana penipuan
investasi.

2. Masyarakat secara umum hendaknya lebih selektif dalam melakukan
investas dan jangan mudah tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan
tanpa ada informas yang jelas dan dipercaya. Masyarakat juga harus ikut
berpartisipasi, mencegah secara aktif atau meminimalisir terjadinya segala
tindak kejahatan terutama penipuan yang berkedok travel investas, karena
kejahatan tersebut sangat merugikan.

3. Masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum
dengan cara berani melaporkan jika suatu kejahatan itu terjadi di
masyarakat dan berani menjadi saks atas peristiwa tersebut untuk
membantu aparat penegak hukum menyelesaikan perkara tersebut dan

meminimalisir adanyatindak kejahatan.
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